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NOVI ARNIANSYAH (B11110487) Tinjauan Yuridis Terhadap 
Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Terhadap 
Putusan Nomor.1987/PID.B/2014/PN.MKS), dibimbing oleh Said Karim 
sebagai pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Harmi serta mengetahui 
akibat hukum setelah dijatuhkannya putusan bebas terhadap tindak pidana 
penipuan dalam perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks.  
 
Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim berdasarkan 
penilaian dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan 
mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, 
bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup 
terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Putusan 
pengadilan yang membebaskan terdakwa diantaranya adalah putusan hakim 
Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks yang mana Penuntut Umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 378 Undang-
undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) atau Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 
meskipun dalam amar putusan tidak dicantumkan mengenai penahanan 
tetapi jaksa sebagai eksekutor berdasarkan Pasal 270 KUHAP harus tetap 
mengeksekusinya dan putusan tersebut tidak batal demi hukum. Penuntut 
Umum atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap 
putusan bebas hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 114/PUUX/2012, selain itu Jaksa Agung berdasarkan Pasal 
259 ayat (1) KUHAP dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen 
keempat dengan tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah 
Negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik Indonesia ialah negara 
hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga 
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi 
manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan 
keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap 
penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga 
kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula 
dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini1. 
Menurut Simon, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana 
formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum 
pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang 
delik peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, 
petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan: 
mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. 
                                                          
1 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, hal.8. 
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Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-
alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, 
jadi berisi acara pidana2. Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk 
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta 
dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang 
melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang Nomor 
1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka 
dapat dikenai sanksi pidana3. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium 
yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum 
lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan4.  
Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka 
hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan tuntutannya 
(requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya 
membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, 
dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran 
terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, tuntutan dan 
jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan 
segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak 
yang berkepentingan serta apabila acara tersebut telah selesai maka hakim 
ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sesudah 
pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir 
                                                          
2 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, 
Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1. 
3 Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 15. 
4 Habib Adji, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hal. 126. 
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untuk mengambil keputusan dan harus didasarkan kepada surat dakwaan 
dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.  
Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana/ 
hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya 
pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu 
benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan5. Kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi 
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 
sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan 
dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili6. Putusan pengadilan dianggap sah 
dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk 
umum. 
Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:  
“Putusan pengadilan adalah pernyatan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
                                                          
5 Rudi Suparmono, 2006, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia 
Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006. hal.50. 
6 Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justive Untuk Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Dinamika Hukum 
Vol.12 No.3 September 2012. hal. 416. 
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Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:  
1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib; 
2. Putusan bebas; 
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum7. 
KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang 
dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk: 
1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP); 
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) 
KUHAP); 
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 
Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah 
ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan 
sanksi  ringan, sedang atau berat kepada terdakwa 8 . Putusan yang 
membebaskan terdakwa (vrijspraak) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 
191 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus 
bebas”. 
 
Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa diantaranya adalah 
putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks yang mana Penuntut Umum mendakwa 
terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP. 
                                                          
7 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 285. 
8 M. Syamsudin, 2010, Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian 
Perspektif Hermeneutika Hukum, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 No.23 Oktober 2010. hal.500. 
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 Dalam perkara ini terdakwa yang bekerja sebagai ibu rumahtangga 
datang menemui saksi korban dan meminta pinjaman uang dengan 
mengatakan, untuk dijadikan modal usaha dengan cara dipinjamkan kepada 
orang lain dengan menetapkan bunga tertentu dan berjanji akan memberikan 
keuntungan kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan orang yang akan 
meminjam uang tersebut rajin membayar karena sebagian dari mereka 
adalah pegawai negeri sipil, dimana uang pinjaman tersebut akan dibayar 
atau diangsur sebanyak 10 kali selama 10 bulan, namun pada kenyataan 
uang tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan tidak dijadikan 
modal usaha. 
Pada waktu saksi melakukan penagihan pembayaran sesuai dengan 
kesepakatan sebelumnya, terdakwa dengan sengaja menghindar dan 
beralasan berada diluar sedang melakukan penagihan kepada nasabah. 
Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban 
mengalami sejumlah kerugian. 
Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-undang No. 
1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
menyatakan bahwa:  
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 
martabat (hoedabigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana 





Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Undang-undang 
No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang menyatakan bahwa:  
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 
sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 
ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena 
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
denda paling banyak enam puluh rupiah”. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN 
BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Terhadap 
Putusan Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks.) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah disebutkan di 
atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu: 
1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 
terhadap tindak pidana penipuan dalam perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks? 
2. Bagaimana akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas 





C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan 
bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana penipuan pada 
perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan 
bebas bagi terdakwa dalam tindak pidana penipuan pada perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara 
praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 
penulis, kalangan akademisi dan aparat penegak hukum mengenai 
hukum acara pidana khususnya dalam hal putusan bebas. 
2. Secara praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya 
memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, yaitu 
salah satunya jaksa, agar dalam membuat dakwaan dan tuntutan 
sesuai apa yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan unsur 
melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim 







A. Pengertian, Tujuan, dan Asas Hukum Acara Pidana 
1. Pengertian Hukum Acara Pidana 
Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, 
kedua-duanya merupakan satu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat 
bagaimana alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan 
pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum 
pidana9. 
Menurut Loebby Loqman10 hukum acara pidana merupakan ketentuan 
tertulis tentang pelaksanaan ketentuan hukum pidana. Pelaksanaan 
ketentuan hukum pidana selalu akan melanggar hak seseorang. Oleh sebab 
itu harus terdapat ketentuan yang limitatif sejauh mana tindakan-tindakan 
yang boleh dilakukan pelaksana hukum dalam melaksanakan ketentuan 
hukum pidana. 
Menurut Mulyatno11, hukum acara pidana adalah salah satu bagian 
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan 
aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa 
sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan 
ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana.  
                                                          
9 Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal. 9. 
10 Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta: 
Media Prima Aksara, hal.31. 
11 Anonim, Hukum Acara Pidana. http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html  diakses pada 
tanggal 27 Mei 2016. 
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Menurut Van Bemmelen12,  bahwa  
“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diciptakan oleh 
negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang 
pidana: 
1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; 
2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; 
3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pelaku dan kalau perlu menahannya; 
4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah 
diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut; 
5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan 
pidana atau tindakan tata tertib; 
6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut; 
7) Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 
tata tertib itu. 
 
Simons mengemukakan, “Hukum acara pidana mengatur bagaimana 
Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk 
menghukum dan menjatuhkan pidana”. De Bos Kemper menyatakan “Hukum 
acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan undang-undang 
yang mengatur bilamana hukum pidana (materiil) dilanggar, negara 
mempergunakan haknya untuk menghukum”13. 
Dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan 
yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai berikut:  
1) Tindakan apa yang diambil apabila dugaan, bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang; 
2) Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya, 
dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku; 
                                                          
12 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 6. 
13 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal.10 
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3) Apabila telah diketahui pelakunya maka penyelidik perlu 
menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 
permulaan atau dilakukan penyidikan; 
4) Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan 
suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang 
bukti, menggeledah badan atau tempat-tempat yang diduga ada 
hubungannya dengan perbuatan tersebut; 
5) Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan 
oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan 
negeri, yang selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan 
terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana14. 
2. Fungsi Hukum Acara Pidana 
Tugas penting yang diemban oleh hukum acara pidana adalah 
memberikan bingkai yang menjadi garis merah kepada para penegak hukum 
dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melampaui batas kewenangannya, 
mengingat setiap pelaksanaan suatu penegakan hukum akan berkaitan 
langsung dengan pelanggaran HAM, terutama HAM bagi 
tersangka/terdakwa15. Menurut Van Bemmelen16, seperti yang dikutip oleh 
Andi Hamzah, mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: 
1) Mencari dan menemukan kebenaran; 
2) Pemberian keputusan oleh hakim; 
                                                          
14  Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori&Praktek. Bandung: Penerbit 
Mandar Maju. hal.3. 
15 Hibnu Nugroho, Op. Cit 
16 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 8. 
11 
 
3) Pelaksanaan keputusan. 
Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan 
hukum acara pidana sebagai berikut: 
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara 
jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 
menemukan apakah terjadi bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 
dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.17 
 
Apabila memperhatikan rumusan diatas maka dapat dikatakan bahwa 
tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yaitu: 
1) Mencari dan mendapatkan kebenaran; 
2) Melakukan penuntutan; 
3) Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan namun dari 
ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat yaitu 
melaksanakan putusan hakim. 
Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah 
merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu 
ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam 
masyarakat18. 
Sumber lain menyebutkan bahwa: 
“Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah 
fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif dalam hukum 
acara pidana adalah adanya upaya untuk menegakkan ketentuan 
pidana dan melaksanakan hukum pidana. Penegakan ketentuan 
                                                          
17 Ibid, hal. 7. 
18 Ibid, hal. 9 
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pidana berarti pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan 
dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana. Sementara 
fungsi preventif dalam hukum acarra pidana adalah fungsi 
pencegahan dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi 
preventif dalam hukum acara pidana ini dapat berjalan dengan baik 
apabila seluruh proses hukum acara pidana dapat diselenggarakan 
dengan baik pula agar dapat mencegah terjadinya perbuatan pidana 
yang sama dalam masyarakat.”19 
 
3. Asas Hukum Acara Pidana 
Prinsip atau asas dalam hukum acara pidana diperlukan untuk 
menjadi pedoman atau dasar dalam penerapan penegakan pasal-pasal 
dalam KUHAP. Beberapa asas penting dalam hukum acara pidana: 
1) Asas Legalitas 
Legalitas berasal dari kata legal (Latin), aslinya legalis artinya 
sah menurut undang-undan20. Asas atau prinsip legalitas dengan 
tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca 
pada huruf a, yang berbunyi: 
“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang 
menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada 
kecualinya”.21 
 
Pelaksanaan KUHAP harus bersumber pada titik tolak the rule 
of law. Semua tindakan penegak hukum harus: 
a. Berdasar ketentuan hukum dan undang-undang; 
                                                          
19 Anonim, Loc. Cit 
20 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hal. 2 
21 M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 36. 
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b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di 
atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan 
masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” 
yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti 
the rule of law dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan 
setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan 
konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di 
tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau 
menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
bangsa lain, tidak dapat disebut rule of law, bahkan mungkin 
berupa penindasan22. 
Dengan asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan 
supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak 
dibenarkan: 
a. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau undue to law maupun 
undue process; 
b. Bertindak sewenang-wenang, atau abuse of power23. 
2) Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) 
Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam 
penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: 





“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan 
hukum tetap”. 
 
Asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi 
pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan 
prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan dan untuk 
menopangnya, KUHAP telah memberi perisai kepada 
tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan 
yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. 
Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak 
semula tahap pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah 
mempunyai “posisi yang setaraf ” dengan pejabat pemeriksa 
dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang 
digariskan dalam KUHAP seperti yang dapat dilihat pada Bab VI24. 
3) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 
Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang 
lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak 
asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak 
memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. 
Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam 
KUHAP antara lain sebagai berikut: 
                                                          
24 Ibid. hal 41. 
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a) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 
ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal 
tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu 
penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka 
penyidik, Penuntut Umum, dan hakim harus sudah 
mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi 
hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, 
Penuntut Umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian 
perkara tersebut; 
b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk 
segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 
pada waktu dimulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya 
diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, ayat (2) segera 
diadili oleh pengadilan, ayat (3); 
c) Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyelidik yang menerima 
laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa 
yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera 
melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan; 
d) Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik; 
e) Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana 
selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) 
huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada 
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Penuntut Umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 
(1) huruf a; 
f) Pasal 110 mengatur tentang hubungan Penuntut Umum dan 
penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera, begitu 
pula Pasal 138; 
g) Pasal 140 ayat (1) dikatakan 
”Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil 
penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 
secepatnya membuat surat dakwaan”.25 
 
Asas ini mencerminkan adanya perlindungan hak asasi 
manusia sekalipun orang tersebut berada dalam kedudukan 
sebagai tersangka/ terdakwa. Walaupun dalam kondisi dibatasi 
ditangkap kemudian ditahan, namun orang tersebut tetap 
memperoleh kepastian bahwa tahapan tahapan pemeriksaan yang 
dilaluinya memiliki batas waktu yang terukur dan dijamin undang-
undang26. 
4) Asas Oportunitas 
Asas oportunitas bertolak belakang dengan asas legalitas. 
Menurut asas oportunitas, Penuntut Umum tidak wajib menuntut 
seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangnnya 
akan merugikan kepentingan umum, maka dari itu demi 
kepentingan umum seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. 
Kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum 
                                                          
25 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 13-14. 
26 Hibnu Nugroho, Op. Cit, hal. 34-35 
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jika perkara itu tidak diperiksa di sidang pengadilan. A.Z. Abidin 
Farid 27 , seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah memberi 
perumusan tentang asas oportunitas sebagai berkut:  
“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada 
Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut 
dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang 
telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”. 
   
Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas 
oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi 
sebagai berikut: 
“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan 
kepentingan umum” 
 Dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas 
kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden 
mempertanggungjawabkan pula pada rakyat. Pedoman 
pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan mengenai “demi 
kepentingan umum” sebagai berikut: 
“…Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum 
dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah 
didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan 





                                                          
27 Ibid, hal 17. 
28 Andi Hamzah, Op. Cit, hal 19. 
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5) Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum 
Tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh 
jiwa “persamaan” dan “keterbukaan” serta penerapan sistem 
musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil 
keputusan. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan 
antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, 
ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak 
hukum kepada tersangka/terdakwa, tidak ada dan tidak boleh 
dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan 
terhadap diri tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan yang 
menyangkut diri dan kesalahan harus terbuka kepadanya. Pasal 
yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) KUHAP 
menyatakan: 
“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 
terdakwanya anak-anak”. 
 
Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya 
putusan demi hukum sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP. 
Pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya 
karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali 
sehingga tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan 
secara terbuka di muka umum, begitu juga dengan anak-anak 
melakukan kejahatan karena kenakalan. Walaupun sidang 
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dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim 
dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.  
6) Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum (Equality 
Before the Law) 
Asas ini merupakan konsekuensi logis dari sikap Negara 
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan bukan 
atas kekuasaan belaka. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum 
semua orang harus diperlakukan sama dan tidak boleh dibeda-
bedakan, baik untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun 
bagi tersangka/ terdakwa yang sedang menjalani proses 
persidangan. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP mendasarkan 
pada asas ini, sehingga tidak ada satu pasal pun yang mengarah 
pada pemberian hak-hak istimewa pada suatu kelompok dan 
memberikan ketidak-istimewaan pada kelompok lain. 29  Pasal 4 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: 
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- 
bedakan orang” 
Penjelasan umum butir 3a KUHAP menyatakan bahwa: 
“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum 
dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. 
                                                          
29 Hibnu Nugroho, Op. Cit, hal. 36. 
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Perlakuan yang sama ini tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai 
diskriminasi tersangka dan terdakwa berdasarkan status sosial 
atau kekayaan, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi 
berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
haluan politik, kebangsaan, kelahiran, dan lain-lain sebagaimana 
dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan serta Pasal 16 ICCPR 1996.30 
7) Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap 
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan 
oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. 
8) Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum 
Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP mengatur 
mengenai bantuan hukum dimana tersangka/ terdakwa mendapat 
kebebasan yang sangat luas antara lain sebagai berkut: 
a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap 
atau ditahan; 
b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat 
pemeriksaan; 
c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/ terdakwa 
pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu; 
d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak 
didengar oleh penyidik dan Penuntut Umum kecuali pada delik 
yang menyangkut keamanan negara; 
                                                          
30 Agoes Dwi Listijono, 2005, Telaah Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Sistem 
Peradilan Pidana, Jurnal Hukum. Vol.1, No.1. hal.95. 
21 
 
e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau 
penasihat hukum guna kepentingan pembelaan; 
f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 
tersangka/ terdakwa 
Aturan yang telah menjadi ketentuan universal diatur dalam 
The International Covenant an Civil and Political Rights article 14 
sub 3d: 
“To be tried in his presence, and to defend himself in person 
or through legal assistance of his own choosing, to be 
inform, if he does not have legal assistance, of this right, 
and to have legal assistance assigned to him, in any case 
where the interest justice so require, and without payment 
by him in any such case if he does not have sufficient 
means to pay for it” 
(Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri 
secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum 
menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya 
ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk 
penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan 
perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar 
penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran). 
 
9) Asas Akusator 
KUHAP menganut asas akusator karena tersangka/ terdakwa 
tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akusator 
menempatkan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap 
tingkat pemeriksaan: 
a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu 
tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan 




b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator 
adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan 
tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.31 
Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara 
pemeriksaan inkusitor yang menempatkan tersangka/ terdakwa 
dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan 
dengan sewenang-wenang yang digunakan dalam HIR, sama 
sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi 
tersangka/ terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak 
dan kebenarannya terkadang untuk mendapatkan pengakuan dari 
tersangka, pada pemeriksaan sering melakukan tindakan 
kekerasan dan penganiayaan. 
Pada asas akusator, perlakuan yang manusiawi terhadap 
tersangka/terdakwa dikedepankan pada proses penegakan hukum 
yang diimbangi dengan menggunakan ilmu bantu hukum acara 
pidana seperti psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi, 
kedokteran forensik, antropologi, dan lain-lain. 
10) Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi dan 
secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dengan terdakwa 
dan saksi. KUHAP mengatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP dan 
                                                          
31 M. Yahya Harahap, 2001, Op. Cit, hal. 40. 
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seterusnya yang menyatakan pemeriksaan di sidang pengadilan 
dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para 
saksi secara lisan bukan tertulis. 
B. Pembuktian 
1. Arti Pembuktian 
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib 
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau 
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 
dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan 
dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan 
matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai 
dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap 
alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.32 Arti pembuktian ditinjau 
dari segi hukum acara pidana antara lain: 
1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha 
mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut 
Umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada 
ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan 
undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya 
                                                          
32  M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 252. 
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sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat 
bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang- undang. Terdakwa 
tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya 
benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. 
Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan 
cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian 
yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika Majelis 
Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam 
keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan 
alat bukti, dengan cara dan ketentuan pembuktian yang melekat 
pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa 
saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah 
mendapat ganjaran hukuman; 
2) Sehubungan dengan pengertian diatas, Majelis Hakim dalam 
mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkan dalam 
putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan 
undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut 
dalam Pasal 184 KUHAP.33 
Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum 
acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan 
sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Pengakuan “bersalah” (guilty) dari terdakwa, sama sekali “tidak 
                                                          
33 Ibid, hal. 253 
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melenyapkan” kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah 
dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Pasal 189 
ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa: 
“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup 
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti 
yang lain.” 
 
Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna 
pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai 
kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht. 
2. Sistem Pembuktian 
Beberapa teori sistem pembuktian: 
1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang 
Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie) 
Sistem pembuktian ini hanya didasarkan kepada undang-
undang melulu yang berarti apabila telah terbukti suatu perbuatan 
sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, 
maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali yang juga 
disebut sebagai teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, 
lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum”, 
artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata 
tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas 
kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas:  
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“Seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa 
yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar 
cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.34” 
 
Menurut D.Simons, 35  sistem atau teori pembuktian berdasar 
undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk 
menyingkirkan semua pertimbangan (subjektif wettelijk) ini 
berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif 
hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-
peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu 
berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. 
Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro 
untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat 
menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada 
keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan 
seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali 
adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.36 
2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 
Melulu 
Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim merupakan 
pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian 
berdasarkan undang- undang secara positif. Sistem pembuktian ini 
juga disebut conviction in time. Sistem pembuktian conviction in 
time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata 
                                                          
34 Ibid, hal.257 




ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah 
yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. 
Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini 
menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan 
hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud 
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.37 
3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas 
Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee) 
Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 
berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-
dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) 
yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian 
tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 
bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan 
keyakinannya (vrijebewijstheorie).38 
Keyakinan hakim dalam sistem conviction raisonnee harus 
dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus 
“reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. 
Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis 
yang benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas 
                                                          
37 M. Yahya Harahap, 2002, Op. Cit, hal.256. 
38 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 253. 
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dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk 
akal.39 
4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wettelijk) 
Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila 
kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan 
cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang 
serta sekaligus keterbuktian kesalahan-kesalahan itu “dibarengi” 
dengan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.” 
 
Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan 
oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem 
pembuktian berdasar undang-undang secara negative (negative 
wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, 
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim 
tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu 
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang 
sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua 
ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam 
                                                          
39 M. Yahya Harahap, 2002, Op. Cit, hal.256-257. 
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menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang 
harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.40 
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 
Uraian alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP ialah: 
1) Keterangan saksi 
Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya 
itu.” 
 
Agar sahnya keterangan saksi ini sebagai alat bukti yang 
memiliki nilai pembuktian, maka: 
a. Saksi harus mengucapkan sumpah; 
b. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang ia lihat 
sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan 
dari pengetahuannya; 
c. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP); 
d. Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah 
lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP); 
e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu 
alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
                                                          
40 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 257. 
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hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, 
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. Baik pendapat umum atau rekaan yang 
diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 
keterangan saksi (Pasal 185 ayat (4) dan (5)); 
f. Adanya: i) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan 
yang lain; ii) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat 
bukti yang lain; iii) alasan yang mungkin dipergunakan oleh 
saksi untuk memberikan keterangan tertentu; iv) cara hidup dan 
kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya 
(Pasal 185 ayat(6)).41 
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, dapat 
disimpulkan: 
a. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna 
dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya; 
b. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan 
terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi a decharge 
maupun dengan keterangan ahli atau alibi. 
 
 
                                                          
41 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hal.121. 
31 
 
2) Keterangan ahli 
Pasal 1 angaka 28 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.” 
 
Menurut Wirjono Projodikoro,42 seorang saksi dan ahli berbeda. 
Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu 
sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu 
penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan 
pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Pasal 186 KUHAP 
menyatakan bahwa: 
“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di 
sidang pengadilan.” 
Penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa, keterangan 
ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 
penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu 
bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 
menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada 
waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum, maka 
pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan 
keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. 
Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah 
atau janji di hadapan hakim. Oleh karena itu, keterangan ahli ini 
                                                          
42 Andi Hamzah, Op. Cit, hal 274. 
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sebagai salah satu alat bukti mempunyai nilai pembuktian bebas. 
Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada 
keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran 
keterangan ahli dimaksud. Namun sekalipun demikian, hakim 
dalam mempergunakan kebebasan tersebut haruslah bertanggung 
jawab.43 
3) Surat 
Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat 
dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah: 
a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau; 
b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah 
Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai 
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 187 KUHAP adalah: 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
                                                          
43 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hal. 126. 
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jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
keadaan; 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
Nilai kekuatan pembuktian surat: 
a. Ditinjau dari segi formal 
Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan 
c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk 
surat- surat dibuat secara resmi menurut formalitas yang 
ditentukan peraturan perundang-undangan dan berisi 
keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, 
dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam 
surat dibuat atas sumpah jabatan. 
b. Ditinjau dari segi materiil 
Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang 
disebut dalam Pasal 187 KUHAP “bukan alat bukti yang 
mempunyai kekuatan mengikat” dengan kata lain “bersifat 
bebas”. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti 
surat didasarkan pada beberapa asas antara lain: i) asas 
proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari 
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kebenaran materiil atau “kebenaran sejati” (materiel 
waarheid), bukan mencari kebenaran formal; ii) asas 
keyakinan hakim; iii) asas batas minimum pembuktian.44 
4) Petunjuk 
Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: 
“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya.” 
 
Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk 
sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-
undang sunguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati 
nurani hakim agar hakim bersikap arif dan bijaksana. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 
a. Keterangan saksi; 
b. Surat; 
c. Keterangan terdakwa. 
Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk 
serupa sifat dan kekuatannya dengan keterangan saksi, 
keterangan ahli, dan alat bukti surat yang sahnya mempunyai sifat 
kekuatan pembuktian “yang bebas”. 
 
 
                                                          
44 M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit, hal. 289-290. 
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5) Keterangan terdakwa 
Pasal 189 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri”. 
Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang- 
undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti 
yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan 
menetukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti 
keterangan sebagai berikut: 
a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas 
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada 
alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai 
kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat 
menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan 
jalan mengemukakan alasan-alasannya. 
b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian 
Keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa 
dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, 
baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup 
c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
Disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan 
alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup 
36 
 
tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya.45 
C. Putusan Pengadilan 
1. Pengertian Putusan 
Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan 
hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam 
setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. 
Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang 
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan.46 
Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan 
Kejaksaan Agung Republik Indonesi,47 menyatakan bahwa putusan adalah 
hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai 
dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan ataupun lisan. 
Kamus istilah Hukum Fockema Andreae, seperti yang dikutip oleh Leden 
Marpaung mengartikan putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (definitief). 
Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari 
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.48 
 
                                                          
45 Ibid, hal. 311-312. 
46Sofa, 16 Agustus 2013, Tentang Putusan Hakim, http://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-
putusan-hakim/ diakses pada tanggal 29 Mei 2016. 
47 Leden Marpaung, 2010, Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri 




Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Putusan pengadilan adalah pernyatan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini”. 
 
Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan 
hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan 
dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Putusan diambil suara terbanyak; 
b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh 
putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling 
menguntungkan bagi terdakwa.” 
 
Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung 
hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh 
dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
2. Bentuk Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu 
perkara dapat berbentuk sebagai berikut: 
1) Putusan Bebas 
Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 




Menurut Van Bemmelen, 49  seperti yang dikutip oleh Andi 
Hamzah menyatakan bahwa:  
“Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh 
keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai 
pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak 
atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”. 
 
Menurut M. Yahya Harahap,50 putusan bebas ditinjau dari segi 
yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang 
bersangkutan: 
a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif; 
b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. 
2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum.” 
 
Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat 
disebabkan: 
a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak 
cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil 
barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki; 
                                                          
49 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 287. 
50 M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit, hal. 331. 
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b. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang 
menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya 
karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 
Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).51 
3) Putusan Pemidanaan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana”. 
Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa. Apabila menurut pendapat dan 
penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan batas minimum 
pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP, kesalahan 
terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, 
terdakwalah pelaku pidananya. 
 
 
                                                          
51 Leden Marpaung, Op. Cit, hal 135 
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4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili 
Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut 
tidak termasuk wewenangnya sperti yang ditentukan dalam Pasal 
84 KUHAP: 
a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau 
b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, 
diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan 
Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi 
yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri 
tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.52 
5) Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat 
Diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima, pada hakikatnya termasuk kekurang cermatan Penuntut 
Umum karena putusan tersebut dijatuhkan karena: 
a. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada 
(delik pengaduan); 
b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah 
diadili (nebis in idem); 
                                                          
52 M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit, hal. 336. 
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c. Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa 
(verjaring).53 
6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 
Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan 
Penuntut Umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada 
Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan 
utama untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, 
apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan 
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yakni surat dakwaan 
tidak menjelaskan unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 
Menurut M. Yahya Harahap 54  beberapa alasan pokok yang 
dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal 
demi hukum: 
a. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih 
yang didakwakan; 
b. Tidak memberi secara jelas peran dan perbuatan yang 
dilakukan terdakwa dalam dakwaan; 
c. Dakwaan kabur atau obscuur libel, karena tidak dijelaskan 
cara bagaimana kejahatan dilakukan. 
 
 
                                                          
53 Leden Marpaung, Op.Cit, hal. 134 
54 M. Yahya harahap, 2002, Op. Cit, hal. 338. 
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D. Putusan Bebas 
Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 
ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah 
tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila 
hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu vrijspraak 
bagi terdakwa. 55  Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh 
keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan 
apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin 
bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini 
yang melakukannya.56 
1. Pengertian Putusan Bebas Murni 
Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, 
apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada 
suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi 
bukan merupakan tindak pidana.57 
                                                          
55 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit. hal.436 
56 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 287. 
57 Darwan Prinst, 2002, Hukum Aara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, hal.159. 
43 
 
Menurut Achmad S. Soemadipradja, 58  menyatakan bahwa putusan 
bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan 
mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak 
terbukti. 
2. Pengertian Putusan Bebas Tidak Murni 
Suatu pembebasan tidak murni (niet zuivere vrijspraak) ialah suatu 
putusan yang bunyinya bebas hukum (onstlag van rechtsvervolging), yang 
dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (bedekt onstlag 
van rechtsvervolging). Terjadinya bebas tidak murni (niet zuivere vrijspraak) 
jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan 
bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada 
dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya. 
Menurut Oemar Seno Adji,59 bahwa pembebasan tidak murni pada 
hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan yang terselubung, 
dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan 
dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim 
memandang dakwaan tersebut tidak terbukti yang mempunyai kualifikasi: 
a. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru 
terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan 
b. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya 
                                                          
58 Kelik Pramudya, 17 September 2008, Putusan Bebas (Vrijspraak), diakses pada tanggal 9 Juni 2016 
59 Kelik Pramudya, Op.Cit. 
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Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan 
syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan 
hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa 
pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan 
terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan 
membebaskan terdakwa dari pemidanaan antara lain: 
a. Pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila perbuatan tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” 
b. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun; 
c. Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) (overmacht), orang yang 
melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa; 
d. Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang terpaksa melakukan 
pembelaan diri atau self defence; 
e. Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan perbuatan 
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat 
dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas. 
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3. Akibat Hukum Dijatuhkannya Putusan Bebas 
Tedakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 
191 ayat (3) yang menyatakan bahwa: 
“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk 
dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, 
terdakwa perlu ditahan”. 
 
Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah 
“perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah 
pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan 
dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus 
bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah 
pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP.60 
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 
tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang 
Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, 
menyatakan bahwa: 
“Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus 
dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari 
segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepas dari segala tuntutan (ontslag 
van alle rechtsvervolging) dengan perintah agar terdakwa segera 
dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan 
sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidak-tidaknya 
ringkasan putusan (extract vonis) atau setidak-tidaknya segera 
setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan 
putusan (extract vonis) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa 
dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim”. 
 
                                                          
60 M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit,, hal.329-330. 
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Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap 
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut 
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan 
dalam acara cepat.” 
 
Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa: 
“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau 
Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” 
 
Pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 
1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 dicantumkan antara lain: 
“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi 
berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan 
kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini 
akan didasarkan pada yurisprudensi.” 
 
Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 
1983. M. Yahya Harahap 61  menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi 
yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan 
Pasal 244 KUHAP maka: 
1) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat 
diminta banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi; 
2) Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan 
bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat 
“pembebasan murni”, dan permintaan kasasi terhadap putusan 
                                                          
61 Ibid. hal. 442. 
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bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak 
dapat diterima; 
3) Jika sifat pembebasan itu “tidak murni”, putusan bebas tersebut 
dapat diminta kasasi; 
4) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, 
antara lain: 
a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran 
terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat 
dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur 
perbuatan yang didakwakan, atau  
b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah 
melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja 
wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, 
tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis. 
Di dalam praktik, permasalahan mengenai putusan bebas murni dan 
putusan bebas tidak murni itu tidak perlu dihiraukan lagi, karena apakah 
putusan bebas itu bersifat murni atau tidak, tidak menjadi masalah bagi 
Mahkamah Agung. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa 
“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan 
dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. 




“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, 
terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan 
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.” 
 
Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: 
“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 
dan Pasal 248 guna menentukan: 
1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan undang-undang; 
3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.” 
 
Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum 
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-
undang atau keliru dalam menerapkan hukum.62 
Menurut M. Yahya Harahap, 63  tujuan utama upaya hukum kasasi 
antara lain sebagai berikut: 
1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah 
satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan 
penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan 
sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara 
benar- benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang; 
2) Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, 
adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum 
baru dalam bentuk yurisprudensi; 
                                                          
62 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 298. 
63 M. Yahya Harahap, 2002, Op.Cit, hal. 518-521. 
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3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan 
lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran 
“keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work 
dan unified legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang 
menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman 
pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya 
upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan 
penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam 
memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya. 
E. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan 
Titel XXV Buku II Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjudul “Bedrog” yang berarti 
penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu pasal 
378, mengenai tindak pidana oplichting yang berarti juga penipuan tetapi 
dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat 
tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.64  Tindak 
pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan 
bahwa: 
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 
martabat (hoedabigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun”. 
                                                          




Menurut Suharto RM65  rumusan yang berbentuk kelakuan tersebut 
merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Barang siapa; 
2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum; 
3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 
muslihat atau rangkaian kebohongan; 
4) Menggerakkan orang lain untuk: 
a. Menyerahkan barang sesuatu; 
b. Memberi utang; atau 
c. Menghapuskan piutang. 
Bentuk dari rumusan Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sifatnya alternatif, 
artinya apabila salah satu dari kelompok tiap unsur itu sudah memenuhi 
syarat dari perbuatan materiil yang dilakukan si pelaku, maka dapat memilih 
salah satu dari kelompok unsur yang terdapat pada tiap unsur. Dalam pasal 
ini yang perlu dibuktikan ialah unsur perbuatan melawan hukum yang mana 
sehingga dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu 
barang.66 
                                                          




Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Mulyatno adalah 
sebagai berikut:67 
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan 
suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. 
Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. 
Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan 
sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain; 
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya 
adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu; 
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 
menyerahkan barang itu dengan jalan : 
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; 
b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang 
tersebut dalam Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi 
dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga 
orang berbuat sesuatu tanpa kesadaran yang penuh.68 
Secara umum menurut Adam Chazawi,69 unsur-unsur tindak pidana 
terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur 
                                                          
67 Ray Pratama Siadari. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan. 
http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak-pidana-penipuan.html 
diakses pada tanggal 1 Juni 2016. 
68 Suharto RM, Op. Cit 
52 
 
subjektif. Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam 
kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), 
memiliki/mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan 
hati/pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya; 
2. Unsur benda / barang; 
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus 
merupakan milik orang lain; 
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan 
perbuatan yang dilarang; 
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya 
perbuatan yang dilarang. 
Sedangkan unsur subjektifnya adalah terdiri atas: 
1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti 
“dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya/patut 
diduga olehnya” dan sebagainya; dan 
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan secara 
eksplisit/tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak. 
Perumusan dari tindak pidana penggelapan termuat dalam Pasal 372 
Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dari titel XXIV buku II Undang-undang No. 1 tahun 1946 
                                                                                                                                                                    
69  M. Abdul Kholiq, 23 Januari 2011. Tinjauan Yuridis Wanprestasi, Penipuan dan Penggelapan, 
http://pkbh.uii.ac.id/analisa-hukum/analisa-hukum/tinjauan-yuridis-tentang-perbedaan-wan-prestasi-
penipuan-dan-penggelapan.html diakses pada tanggal 1 Juni 2016. 
53 
 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan 
bahwa:  
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku 
sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang 
ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, diancam karena 
penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
denda paling banyak enam puluh rupiah”. 
 
Berdasarkan bunyi Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, diketahui 
bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok 
berupa: 
1. Unsur subjektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk 
menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam 
pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan 
2. Unsur oyektif delik yang terdiri atas:  
a. Unsur barang siapa; 
b. Unsur menguasai secara melawan hukum; 
c. Unsur suatu benda; 
d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan 
e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. 
Dalam konteks pembuktian unsur subjektif misalnya, kesengajaan 
pelaku penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian 
apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang: 
1. “Menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda 
secara melawan hukum; 
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2. “Mengetahui/menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai 
itu adalah sebuah benda; 
3. “Mengetahui/menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau 
seluruhnya adalah milik orang lain; 
4. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena 
kejahatan. 
Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut 
perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga 
sebagai berikut : 
1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda 
yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur 
melawan hukum (wederrnechtelijk toeeigenen) ini merupakan hal 
yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik 
orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. 
2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai 
pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek 
cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya 
dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda 
bergerak”; 
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, 
sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah 
mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa 
harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota 
Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis 
sebab Kota Makassar merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar yang telah mengadili tindak pidana penipuan dengan 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. Pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan di tempat yang dianggap Penulis dapat memberikan kontribusi 
dalam penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri 
Makassar. 
Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif 
atau penelitian hukum kepustakaan oleh karena dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif ini 
dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan 
pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus (Case Approach) 
digunakan karena yang akan diteliti adalah kasus yang telah diputus oleh 
hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 
normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum 
56 
 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi 
Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai 
bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang 
berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-
sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok 
bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap 
memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang 
ada. 
2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat 
membantu menganalisa serta memahami data primer. Data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 
sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literature-
literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara 
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, 
pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta citacita dari narasumber 
yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode 
57 
 
pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal 
meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah 
dirumuskan. 
Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data sekunder dari studi 
pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka ini akan menggali berbagai 
kemungkinan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen 
suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-
dokumen pemerintah maupun non-pemerintah berupa surat keputusan, 
internet, arsip-arsip ilmiah, dan putusan pengadilan dan sebagainya. Putusan 
yang menjadi studi dokumen adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun 
data sekunder, dengan tujuan yaitu menyempitkan dan membatasi data 
dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh karena itu, 
metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian yang deskriptif,yaitu 
suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun studi 
kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Sebelum penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana penipuan pada perkara ini, 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari hukum 
pidana, yakni membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta 
pertanggungjawaban pidananya. Adapun uraian berdasarkan Putusan 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks adalah seperti berikut; 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Harmi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan 
antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, 
datang menemui saksi korban Noni dan meminta pinjaman uang dengan 
mengatakan untuk dijadikan modal usaha dengan cara dipinjamkan kepada 
orang lain dengan menetapkan bunga tertentu dan berjanji akan memberikan 
keuntungan kepada saksi korban Noni dan terdakwa juga mengatakan orang 
yang meminjamkan uang tersebut rajin membayar karena sebagian dari 
mereka adalah pegawai negeri sipil, dimana uang pinjaman tersebut akan 
dibayar atau diangsur sebanyak 10 kali selama 10 bulan. 
Kemudian awalnya terdakwa menyetor pembayaran kepada saksi 
korban, namun seterusnya terdakwa sudah tidak lagi menyetor pembayaran 
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kepada saksi korban dengan alasan sudah tidak sanggup lagi. Saksi korban 
sering melakukan penagihan kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu 
berdalih bahwa dia sedang berada di luar untuk melakukan penagihan 
kepada nasabah. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 
saksi korban mengalami sejumlah kerugian. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Terdakwa HARMI alias ARMI didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
surat dakwaan Alternatif yaitu : melanggar sebagaimana diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 378 KUHP. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Atas keterangan saksi-saksi di persidangan yang merupakan fakta 
hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa yang pada intinya 
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
menjatuhkan putusan yaitu: 
1. Menyatakan Terdakwa HARMI alias ARMI bersalah melakukan 
tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 
KUHP, dalam dakwaan Pertama ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMI alias ARMI 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah 
agar Terdakwa ditahan ; 
3. Menyatakan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar 
kwitansi pengambilan, dikembalikan kepada saksi korban ; 
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4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam 
tindak pidana penipuan pada perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks 
terhadap terdakwa Harmi als Armi seperti berikut ; 
1. Menyatakan Terdakwa HARMI alias ARMI tersebut di atas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana 
dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, namun perbuatan 
tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ; 
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum 
(onslag van alle recht vervolging) ; 
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, 
harkat serta martabatnya ; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi 
pengambilan uang, dikembalikan kepada saksi korban NONI 
AMALIA ; 




B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap 
Terdakwa dalam Tindak Pidana Penipuan Pada Perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. 
1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum 
1. Keterangan Saksi-saksi 
a. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut; 
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak dulu 
sampai sekarang, dan sudah seperti keluarga sendiri ;- 
- Bahwa saksi tahu masalanya yaitu masalah 
penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa 
kepada saksi ; 
- Bahwa kejadiannya adalah sejak bulan Agustus 2013 
sampai dengan bulan Maret 2014 ; 
- Bahwa maksudnya terdakwa meminjam uang dari saksi 
untuk dipinjamkan juga kepada orang lain ; 
- Bahwa kerjaan saksi adalah jualan dan meminjamkan uang 
kepada orang yang mau pinjam ; 
- Bahwa awalnya terdakwa pinjam uang kepada saksi 
sebanyak Rp. 3.000.000,- dengan bunga 10% dalam 




- Bahwa terdakwa pernah menyetor pembayaran kepada 
saksi, dan nanti pada bulan Maret 2014 baru macet 
pembayaran karena tidak sanggup lagi dan memberitahu 
kepada saksi melalui telepon ; 
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 146.000.000,- secara 
keseluruhan ; 
- Bahwa pinjam-meminjam uang antara saksi dengan 
terdakwa tidak ada unsur paksaan dan sistem kepercayaan 
- Bahwa yang mendorong saksi meminjamkan uang kepada 
terdakwa karena dijanjikan keuntungan yang besar ; 
- Bahwa saksi sudah berulang kali datang menagih kerumah 
terdakwa dan terdakwa hanya berjanji saja terus ; 
- Bahwa uang pinjaman terdakwa tersebut belum ada yang 
dibayarkan kepada saksi ; 
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan 
pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu 
terdakwa sudah membayar sebagian utang dengan cara 
mencicil kepada saksi dan setiap kali terdakwa mengambil 
uang kepada saksi, itu sudah dipotong oleh saksi untuk cicilan 
sebelumya jadi terdakwa tidak menerima utuh lagi uang yang 




b. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering datang 
dirumahnya saksi korban ; 
- Bahwa saksi adalah penjaga warungnya saksi korban 
sehingga sering melihat terdakwa datang kerumah saksi 
korban karena mereka berteman baik ; 
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang dirumah saksi 
korban, saksi tidak tahu akan tetapi hanya saksi biasa 
disuruh oleh saksi korban membeli materai untuk ditempel ; 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa pinjam uang 
kepada saksi korban, dan hanya biasa saksi melihat 
menghitung uang dirumah saksi korban ; 
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang yang dihitung itu 
dan saksi pula tidak tahu berapa jumlahnya uang yang 
dihitung itu ; 
- Bahwa nanti saksi tahu kalau terdakwa pinjam uang kepada 
saksi korban karena anak terdakwa sering datang 
membawa uang pembayaran dan mengatakan bahwa 
terdakwa yakni ibunya tidak datang membayar karena ia 
pergi menagih ; 




c. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada 
hubungan keluarga dengannya ; 
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pernah pinjam uang 
kepada saksi korban pada tahun 2014, karena terdakwa 
pernah menyuruh membeli materai dua lembar dan 
diberitahu oleh saksi korban bahwa terdakwa mau pinjam 
uang, tapi saksi tidak pernah melihat saksi korban 
menyerahkan uang kepada terdakwa ; 
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pernah beli materai hanya 
satu kali dan mengatakan kepada saksi jangan bilang-bilang 
pada suami terdakwa, dan waktu itu saksi korban juga ada 
disitu ; 
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang dipinjam oleh 
terdakwa dari saksi korban itu dipinjamkan juga kepada 
orang lain, dan saksi tidak tahu kalau uang pinjaman itu ada 
bunganya ; 
- Bahwa saksi melihat kwitansi pengambilan terdakwa dari 
saksi korban pada saat di kantor polisi ; 
- Bahwa saksi biasa melihat anak terdakwa datang ke rumah 
saksi korban untuk membawa pembayaran terdakwa 
sebanyak dua kali ; 
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Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
benar. 
2. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa terdakwa tahu masalahnya yaitu terdakwa dituduh 
menipu sejumlah uang pinjaman dari Noni Amalia tahun 2013 ; 
- Bahwa terdakwa pinjam uang kepada Noni Amalia karena ia 
berteman baik dan uang tersebut untuk dipakai pribadi saja ; 
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengembalikan uang pinjaman 
itu dan ada kwitansi bukti pengembaliannya ; 
- Bahwa pinjaman uang tersebut bunganya terlalu tinggi yaitu 
dipinjam tiga juta rupiah kembali tujuh juta lima ratus ribu rupiah 
dalam waktu sepuluh bulan ; 
- Bahwa pinjaman terdakwa dari Noni Amalia secara terus 
menerus karena utang lama ditutupi oleh pengambilan utang 
baru dengan roling utang lama ; 
- Bahwa terdakwa mengambil uang utang baru atas 
permintaannya sendiri Noni Amalia untuk menutupi utang-utang 
lamanya itu ; 
- Bahwa terdakwa pinjam uang dari Noni Amalia untuk keperluan 
modal usaha terdakwa dan untuk dipinjamkan kepada orang 
lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar ; 
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- Bahwa utang-utang terdakwa yang tertera dalam kwitansi 
berjumlah sebanyak Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh 
enam juta rupiah) , dan menurut terdakwa tidak seperti itu 
karena sudah terbayar sebagian, dan sisanya itu terdakwa 
sanggup menyicil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 
perbulan akan tetapi Noni Amalia tidak mau/menolak ; 
2. Analisis Penulis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.  
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum pada 
tanggal 9 Desember 2016, beliau berpendapat bahwa Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan adanya perjanjian 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga 
hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum 
keperdataan bukan merupakan hubungan hukum kepidanaan. 
Namun, perlu pula dilakukan pertimbangan hukum lainnya seperti 
halnya rangkaian kata-kata bohong dalam Pasal 378 KUHP yang 
dilakukan oleh para terdakwa. Jadi, Majelis Hakim dalam memutus 
suatu perkara haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan 
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hukum lainnya baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta 
persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan 
Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. 
Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan 
alternatif yakni melanggar Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 
1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau 
Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menentukan apakah terdakwa 
bersalah melakukan perbuatan pidana sebagiamana dakwaan 
Penuntut Umum kesatu Pasal 378 Undang-undang No. 1 tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua 
Pasal 372 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim mempertimbangkan 
apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang 
terkandung dalam pasal pidana dakwaan Penuntut Umum. 
Dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 378 Undang-
undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur barang siapa; Unsur dengan barang siapa dalam hal ini 
adalah setiap orang sebagai pendukung dan kewajiban yang 




b. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 
akal, tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan 
bohong; 
c. Unsur menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu 
barang, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan 
piutang.  
d. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum”. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada awalnya setiap 
bulan sejak bulan Agustus 2013 sampai denga bulan Februari 2014 
Terdakwa pergi menyetor uang pinjamanya tersebut kepada saksi 
korban dirumahnya, dan juga Terdakwa sering menyuruh anaknya 
saksi Dwi Gita Cahyani untuk menyetor ke rumah saksi korban adalah 
sebagai bentuk prestasi terhadap saksi korban Noni Amalia ; 
Majelis hakim menimbang, bahwa oleh karena hubungan 
hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Noni Amalia adalah 
hubungan hukum keperdataan berupa perjanjian lisan pinjam 
meminjam uang dan perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh 
Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak membayar 
pinjamannya kepada saksi korban sebesar Rp. 146.000.000.- (seratus 
empat puluh enam juta rupiah) yang dihitung sejak pinjaman tanggal 
11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 sebagaimana 
69 
 
barang bukti kwitansi-kwitansi adalah merupakan suatu bentuk 
pemenuhan prestasi atas perjanjian lisan pinjam meminjam uang 
antara Terdakwa dan saksi korban Noni Amalia sehingga menurut 
Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan 
dalam ranah hukum perdata, yang bukan merupakan suatu perbuatan 
pidana. 
Oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut 
Umum adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus 
dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum”. 
C. Akibat Hukum dengan Dijatuhkannya Putusan Bebas Bagi Terdakwa 
dalam Tindak Pidana Penipuan Pada Perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks. 
Hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dijatuhkannya putusan 
bebas bagi terdakwa pada perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks  adalah 
sebagai berikut: 
a. Dalam Hal Penahanan 
Dalam amar putusan pada perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks Majelis Hakim tidak 
menyebutkan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari 
tahanan”. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) 
KUHAP yang menyatakan bahwa: 
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“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan 
untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada 
alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. 
 
Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 
5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap 
Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas 
Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa: 
“Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan 
diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa 
dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepas 
dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging) 
dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari 
tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang 
terbuka untuk umum harus sudah ada setidak-tidaknya 
ringkasan putusan (extract vonis) atau setidak-tidaknya 
segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera 
dibuat ringkasan putusan (extract vonis) guna dapat segera 
dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku 
eksekutor dari putusan Hakim”. 
 
Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan 
Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya 
Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (2) KUHAP. 
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-
X/2012 maka apabila suatu putusan dalam amarnya tidak 
mencantumkan mengenai penahanan tidak merupakan putusan 
yang batal demi hukum karena dalam hukum acara pidana yang 
dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Akibat 
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hukum pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga 
dalam ketentuan Pasal 199 ayat (2) KUHAP maka putusan yang 
bukan pemidanaan apabila tidak mencantumkan frasa 
“memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” tidak 
batal demi hukum. 
Dalam amar putusan pada perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks Majelis Hakim tidak 
menyebutkan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari 
tahanan”, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 
nomor 69/PUU-X/2012 menurut pendapat penulis hal tersebut 
tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum karena 
terdakwa yang secara materiil tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan dibebaskan 
dari segala dakwaan serta tuntutan hukum dan berdasarkan Pasal 
270 KUHAP jaksa harus tetap mengeksekusi putusan tersebut. 
b. Dalam Hal Penuntut Umum dan Terdakwa Menerima atau 
Menolak Putusan 
Setelah Majelis Hakim membacakan putusannya maka baik 
Penuntut Umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk 
menolak maupun menerima putusan hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP. Dalam amar 
putusan pada perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks Majelis 
Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
72 
 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang berarti terdakwa 
diputus bebas. Pada putusan yang membebaskan terdakwa baik 
Penuntut Umum dan terdakwa tidak dapat mengajukan upaya 
hukum banding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP 
menyatakan bahwa: 
“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta 
banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama 
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat.” 
 
Selain tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, baik 
Penuntut Umum dan terdakwa tidak dapat mengajukan upaya 
hukum kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP 
menyatakan bahwa: 
“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat 
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung 
kecuali terhadap putusan bebas.” 
 
Akan tetapi pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor 
M.14 PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 
dicantumkan antara lain: 
“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, 
tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, 
keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat 






Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak 
ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi 
diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui 
panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat 
pertama disertai risalah yang menjadi alasan kemudian panitera 
meneruskan kepada yang berkepentingan hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 260 KUHAP. 
Sedangkan menurut penulis, terhadap putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging) yang 
menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dapat diajukan 
kasasi menurut Pasal 244 KUHAP, dengan alasan hanya tertera 
putusan bebas yang tidak dapat diajukan kasasi. Sedangkan 
terkait kasasi atas putusan bebas dengan acuan Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang 
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 19, dalam 
praktiknya telah dilakukan dikotomi, yaitu putusan bebas murni 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap 
tindak pidana penipuan dalam perkara 
Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks, pembuktian dalam perkara yang 
didasarkan oleh penuntut untuk melakukan tuntutan terhadap 
terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada 
dasarnya telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan terdakwa, 
keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada 
terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam 
perkara ini bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum 
pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum perdata. Hal ini 
tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
kepada terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa 
merupakan tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 372 
KUHP serta Pasal 378 KUHP.  
2. Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan bebas bagi terdakwa 




- Dalam hal penahanan, terdakwa harus segera dibebaskan dari 
tahanan kecuali ada alasan lain meskipun dalam amar putusan 
perkara Nomor.1987/Pid.B/2014/PN.Mks tidak dicantumkan, 
hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 
69/PUU-X/2012.  
- Penuntut Umum dan terdakwa, berdasarkan Pasal 259 ayat (1) 
KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi 
kepentingan hukum terhadap putusan bebas dan bagi Penuntut 
Umum dapat mengajukan upaya kasasi diperkuat dengan 
adanya putusan. 
B. Saran 
Untuk mencegah Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, 
Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan harus lebih 
cermat, jelas, lengkap serta teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu dalam pembuktian Penuntut 
Umum harus benar-benar mencari kebenaran materiil sehingga terdakwa 
tidak di jatuhi putusan bebas. Disamping itu dalam penanganan kasus 
dengan dakwaan yang kurang tepat, hakim diharapkan dapat menolak atau 
memerintahkan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan 
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